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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/73; /438.1.1.3/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/154/438.1.3.2/2018 TENTANG DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SIDOARJO,

bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai
di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu
menyesuaikan jabatan keanggotaan Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sidoarjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/
154/438.1.3.2/2018 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sidoarjo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);



Menetapkan
KESATU

2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarj :

jo Nomor : 188
154/438.1.3.2/2018 tentang Dewan Pengawas Badan Layana1/1
Umum. Daerah Rum'ah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo,
pada diktum kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : S}.lsunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
diktum kesatu adalah sebagai berikut :
Ketua : Drs. Achmad Zaini, MM (Unsur Pejabat
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo);
Anggota : 1. dr. Harsono (Unsur Tenaga Ahli);
2. Dra. Noer Rochmawati, M.Si, Ak (Unsur Staf
Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo);
3.dr. Setya Budi Pemungkas, Sp.0G (Unsu’r
Tenaga Ahli);

4. Drs. Didik Harsoyo, Ak, MM, CA (U
Tenaga Ahli). ’ (Unsur



KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal & Desember 2021

EATI SIDOARJ

&




